PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Mengingat

bahwa dalam wupaya penyediaan informasi publik di
lingkungan Pemerintab Kota Lubuklinggau, maka perhs,
disusun Standar Operasional Prosedur yang menjadi pedoman
bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam
penyediaan dan pengelolaan informasi publik secara baik dan
efisien sehingga dapat diakses oleh masyarakat dengan
mudah;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik dan pasal 38 Peraturan Komisi Informasi Publik, perlu
menetapkan peraturan Walikota tentang Standar Operasional
Prosedur Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau;

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4114);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 te_ntang Kctcrbulm,‘an

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara R@pm

Indonesia Nomor 4846),

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tenta

Publik (Lembaran Negara Republik Ind' ne

.Tambaha:n Lcmbamn Neg:
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Peraturan Pemerintah Nomor 61 T
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Te
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Ne;
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lemt
Republik Indonesia Nomor 5 149}.;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Te
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Rej
Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan san Susunan Perangkat Daerah Kota
Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota lubuklinggau Tahun
2016 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Tahun
Anggaran 2017;

Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 51 Tahun 2016
tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Lubuklinggau;

Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 66 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG

OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PADA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DGKUMEN‘TASI '
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I
KEI‘ENTUAN UMUM
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14112

12.

sesuai dengan perkembangan teknolc
komunikasi secara elektronik ataupun nonele
Informasi Publik adalah Informasi yang dih ilk:
dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan Pl
yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyel
Negara dan/atau Pcnyclcnggara dan penyelenggara m
Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang
Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang
berkaitan dengan kepentingan publik. '
Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh
pemerintah Kota Kota Lubuklinggau kepada masyarakat
pengguna informasi.

Akses Informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada
seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi
publik yang dibutuhkan.

Dokumen adalah data, cacatan dan/atau keterangan yang
dibuat dan/atau diterima oleh pemerintah Kota Lubuklinggau
dalamm Rangka pelaksanaan kegiatan, baik tertulis diatas
kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk
apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan

dan pencatatan dokumen, data, gambar dan suara untuk
bahan informasi publik.

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi
menjalankan Undang-undang tentang ketertiban informasi
publik dan peraturan pelaksanaan, yang menetapkan
petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan
menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi
dan/atau ajudikasi nonlitigasi. .
Pengelolaan  dokumen  adalah  proses pengumpulan, '
penyusunan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan
penyajian dokumen secara sistematis.

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang e
jawab  di  bidang penyimpanan, pendc
myedman* d.an/atau 'pelayanan formasi dj




i

Xat) pels ; gava r
 17. Uji konsekuensi 1 pertimbangan deng
- apabﬂtmmwormddibuhdmm'
publik yang lebih besar yang harus dilindungi
menutup suatu informasi publik. .
Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara
badan publik dengan pengguna informasi publik ng
berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan
informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara
para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi.
Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi
publik antara pihak yang diputus oleh komisi informasi.
Prosedur adalah langkah-langkah dan tahapan mekanisme
kerja yang harus diikuti oleh seluruh unit organisasi untuk
melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah
ditetapkan.
Kegiatan adalah penjabaran dari tugas dan rincian tugas
untuk mencapai hasil kerja tertentu, sesuai dengan langkah-
langkah kerja yang telah ditentukan didalam standar
Operasional Prosedur.
Standar Operasional Informasi Prosedur adalah serangkaian
instruksi tertulis vang dilakukan mengenai berbagai proses
penyelenggaraan admistari pemerintah.

B

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur adalah
dokumen yang berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan
Standar Operasional Prosedur yang memuat langkah-langkah,
serta pembuatan diagram alur kegiatan setiap organisasi.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan




jenis informasi publik;

informasi yang wajib disediakan dan d:

kelembagaan; - ]
mekanisme pelayanan informasi publik dan dokumentasi
pembiayaan; dan

pelaporan.

BAB III
JENIS INFORMASI PUBLIK
Pasal S

Informasi publik berdasarkan jenisnya terdiri dari :
a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan meliputi :
1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala;
2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
Informasi yang dikecualikan.

Pasal 6

Setiap informasi publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
huruf a bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap
pengguna informasi publik.

- Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
diperoleh pemohon informasi publik dengan cepat, tepat
waktu, biaya ringan dan dapat diakses dengan mudah. :

Setiap informasi publik sebagaimana dimaksud dalam
huruf b, merupakan informasi yang tidak bisa diakses
ketentuan peraturan perundang-undangan.

o
BAB IV




vang bertanggung jawab untu U

informasi tentang tata cara pengaduan

wewenang atau pelanggaran yang dll -

pejabat pemerintah kota maupun pihak Nain |
mendapat izin atau perjanjian kerja dari pemerin ah kc
informasi tentang pengumuman pengadaan barsz g
jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perunc
undangan;
informasi tentang prosedur peringatan dini dan evakuasi
keadaan darurat setiap kantor Pemerintah Kota.

Bagian Kedua
Informasi Yang Wajib diumumkan Secara Serta Merta
Pasal 8

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a angka 2,
merupakan informasi yang dapat mengancam hajat hidup
orang banyak dan ketertiban umum.

Informasi scbaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan
dalam bahasa yang mudah dipahami

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), antara lain ;
a. bencana alam seperti kekeringan, kebakaran h
karena faktor alam, hama penyakit tanaman, e 5
wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau
benda-benda angkasa;
keadaan bencana non-alam seperti kegagalan
atau teknologi, dampak industri, I i
pencemaran lingkungan dan kegiatan ke
bencana sosial seperti kerusuhan so
antar kelompok atau antar kom




dilaksanakan, sarana dan prasarana

yang dimilki beserta kondisinya, sumber daya M
menangani layanan informasi publik serta '
penggunaannya,

jumlah jenis, dan gambaran umum pew “
dilaporkan oleh masyarakat serta laporan

informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagh
masyarakat, melalui  mekanisme keberatan dan/stau
penyelesalan sengketa sesual dengan ketentuan peraturan -
perundang-undangan

BAB V
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Pasal 10

Informasi vang dikecualikan sebagaimana dimalkeud h
pasal 5 huruf b bersifat ketat dan terbatas.

Sifat informasi sebagimana dimaksud pada ﬂ
mempunyai pengertian sebhagai berikut :
a. besifal ketat artinya, pengecualian informasi
dﬂlh&hpdmpnmm“
- X legal
kepentingan umum,;
b. Dbersifat terbatas artinya, alasan : an s




PPID;

PPID-pembantu; i k'
pejabat Fungsional/ Petugas Informasi; dan/atau
bidang Pendukung PPID.

Susunan dan keanggotaan pengelola sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) beserta tugas dan fungsinya ditetapkan dengan
Keputusan Walikota.

Pasal 13

Bidang pendukung PPID sebaimana dimaksud dalam pasal 12
ayat (1) huruf g terdiri dari :

a. bidang pelayanan dan pengelolaan informasi;

b. bidang pengolahan data dan dokumentasi informasi;

c. bidang penyelesaian sengketa informasi:dan

d. sekretariat PPID.

Tugas dan fungsi bidang pendukung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, b, dan c ditetapkan dengan Keputusan
Walikota.

Pasal 14

Sekretariat PPID mempunyai tugas sebagai berikut :

a. membantu dan memberikan dukungan administratif dan
teknis operasional kepada PPID;

b. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas
kesekretariatan PPID; dan

¢. menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung
tersedianya layanan informasi dan dokumentasi di lingkun
pemerintah kota. ,

BAB VII
DAN DOKUMENTASI '




menyerahkan fotooopi KTP elektronik yang n

dengan memperlihatkan aslin)m. : :
elektronik pemberi kuasa yang masih berlaku;

surat kuasa yang diberikan oleh kelompok mnyl.rlhl‘;

surat pernyataan pemohonan informasi publik -
menyatakan bena telah mendapatkan kuasa dari pember
kuasa;

mengisi formulir permohonan informasi publik yang
disediakan oleh petugas pejabat pengelola informasi dan
dokumentasi.

Pemohon yang mengatasnamakan Ormas/LSM wajib

memenuhi persyaratan :

a. menyerahkan fotocopi KTP elektronik yang masih berlaku
dengan memperlihatkan aslinya;

b. menyerahkan fotocopi KTP elektronik ketua Ormas/LSM
vang Masih berlaku;

c. menyerahkan fotokopi kartu anggota Ormas/LSM yang
masih berlaku;
menyerahkan surat tugas khusus pengajuan informasi
publik dari ketua Ormas/LSM;
fotokopi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
mengisi formulir permohonan informasi publik yang
disediakan olch petugas pejabat pengelola infon:ull dan
dokumentasi.

Pemohon yang mengatasnamakan media massa
memenuhi persyaratan yaitu :
a. menyerahkan fotocopi KTP elektronik yang masih &
dengan memperlihatkan aslinya;
b. menyertakan fotokopi kartu pen yang m
C. surat tugas khusus |
publik dari pimpinan redaksi;




Pemohon wajib _ raikan
data/informasi publik yang dxtenunta;

Pemohon dilarang melakukan kegiatan yang mema@’; ;
dan kewenangan penegak hukum sesuai ketentuar
perundang-undangan yang berlaku.

i Bagian Kedua !
Prosedur Permohonan
r Pasal 16

(1) Informasi publik di lingkungan pemerintah Kota dapat diakses
melalui prosedur permohonan informasi publik, yaitu pemohon
mengajukan permohonan informasi publik melalui pusat
layanan informasi PPID.

(2) Permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan secara tertulis dengan ketentuan yaitu :
: a. mengisi formulir permohonan; dan
' b. biaya perolehan salinan dan/atau pengiriman informasi
publik bila dibutuhkan, dibebankan kepada pemochon
= informasi publik.

(8) Formulir permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat :
a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah

permohonan informasi publik di registrasi;

b. nama; '
c. alamat;
d. pekerjaan;
e
f.

nomor telepon/e-mail;

rincian informasi yang dibutuhkan;
g. tujuan penggunaan informasi;
h. cara memperoleh informasi; dan
i. cara mendapatkan salinan informasi.

Pasal 17




'berada.
_d;d@kumeptasﬂcan
j. format informasi yang dikuasai;
o k. jenis permohonan mencatat apa <ah p
ingin melihat atau mendapaﬂcan salinan i asi;
1. keputusan untuk menerima, menolak atau menya
ke Badan Publik lain bila informasi yang diminta
. dibawah kewenangan Badan Publik lain; -
m. alasan penolakan bila permohonan informasi publik |
ditolak; _
n. hari dan tanggal pemberitahuan tertulis serta pemberian
informasi; dan _
0. biaya serta cara pembayaran untuk mendapatkan
informasi publik yang diminta.

(8) Mekanisme pelayanan informasi publik sebagaimana
[ dimaksud pada ayat (1) meliputi :
| a. petugas menerima pemohon informasi publik;
k b. pemohon mengisi secara manual formulir permohonan
informasi publik yang telah disediakan oleh petugas desk
F' informasi;
¢c. pemohon menyerahkan formulir permohonan yang sudah
diisi dan dokumen persyaratan kepada petugas desk
informasi; |

d. petugas mengentry data pemohon dalam aplikasi rgister
permohonan secara elektronik, kemudian ditandatangani
oleh pemohon;

€. petugas menerima pengajuan permochonan informasi,
beserta berkas kelengkapan persyaratan, kemud1an
melaporkan kelengkapan persyaratan tersebut kepada N
pejabat pelayanan informasi;

f. pejabat informasi melakukan verifikasi dan validasi atas
permohonan informasi publik yang diajukan, Jjika te‘lalm
memenuhi persyaratan, maka pejabat pelayanan info
memberikan disposisi untuk dlprases lebih lanjt

. jika tidak memenuhi : berkas




: | masi tentang tata car
eberatan bescrta formulirnya bila dikehendaki.

Pasal 19

Dalam hal pemochon meminta salinan informasi, PPID wajib

mengkoordinasikan dan memastikan :

dibutuhkan di tempat yang memadai untuk memba
dan/atau memeriksa informasi publik yang dimohon,;
b. pemohon mendapatkan salinann informasi yang dibutuhkan;
dan
c. pemberian informasi publik tentang tata cara mengajukan
keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki.

Pasal 20

(1) PPID wajib memastikan pemohon informasi publik
sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, dibantu dalam
melengkapi persyaratan paling lambat 3 (tiga) hari sejak
permohonan informasi publik diajukan.

(2) PPID wajib memastikan permohonan pemohon informasi
publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercatat dalam
register permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19.

Pasal 21

Dalam pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi
dilaksanakan sesuai alur mekanisme dan format isian,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Pemberitahuan Tertulis
Pasal 22

S&ﬁap permohonan informasi publik, PPID wajik
awaban pemberitahuan tertulis.

a. pemohon memiliki akses untuk melihat informasi publik ya

e e W o o . o
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pekerjaan;

nomor telepon/e-mail;informasi yang dibutuh! {
keputusan pengecualian dan pengelola informasi; da
alasan pengecualian.

Bagian Keempat
Pengajuan Keberatan
Pasal 23

Pemchon informasi publik berhak mengajukan keberatan
dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut :

a.

b.
C.

penolakan atas permohonan informasi publik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
permohonan informasi publik ditanggapi, tetapi tidak
sebagaimana yang diminta;

tidak dipenuhinya permohonan informasi publik;
pengenaan biaya yang tidak wajar, dan/atau;

penyampaian informasi publik melebihi waktu yang diatur
dalam peraturan ini.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditujukan kepada PPID.

Bagian Kelima
Registrasi Keberatan
Pasal 24

Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir
keberatan yang disediakan oleh PPID.

Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara

tcrtuhl, PPID wajib membantu pemohon informasi
‘mengaju : ' - e




pengajuan keberatan.

PPID wajib memberikan salinan informasi
sebagaimana pada ayat (3), kepada pemohon

yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai
terima pengajuan keberatan.

Format formulir keberatan berlaku pula dalam hal PPID
menyediakan sarana pengajuan keberatan melalui alat
komunikasi elektronik,

Pasal 25

PPID wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register
keberatan.

Register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
paling sedikit memuat :

a. nomor register pengajuan keberatan;

b. tanggal diterimanya keberatan;

c. identitas lengkap pemohon informasi publik dan/atau
kuasanya yang mengajukan keberatan;

nomor pendaftaran permohonan informasi publik;
informasi publik yang diminta;

tujuan pengajuan keberatan;

alasan pengajuan keberatan;

keputusan tim pertimbangan;

hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan;
nama dan posisi tim pertimbangan; dan

tanggapan pemohon informasi.

.

RorpRr o

Bag_ian- Keenam
Tanggapan Atas Keberatan
Pasal 26

ertimbangan wajib memberikan tanggaj




(2) Permochonan penyelesaian s
pada ayat (1), disampaikan '
paling lambat 14 (empat belas) hari k
keputusan Tim Pertimbangan.

Pasal 28

Komisi informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2'

(2), melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui m
dan/atau ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja setelah menerima permohonan penyele -
sengketa informasi publik.

Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100
(seratus) hari kerja.

Pasal 29

Waktu pemberian layanan informasi di PPID Kota dilaksanal
mulai sari senin sampai dengan hari jum’at dengan rincian :
a. Senin-Kamis :09.00-15.00 WIB
Istirahat : 12.00-13.00 WIB
b. Jum’at : 09.00-15.00 WIB
Istirahat :11.00-13.00 WIB

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 30

ya pengelolaan pelayanan publik




Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal ¢ JuNI 2
Walikota Lubuklinggau

H.SN PRANA PUTRA SOHE

ggal 6 JUNI 2017
is Daerah Kota Lubuklinggau

'RAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2017 NOMOR 21







Memberikan

Sesuali

Rarmintaan Tidak Sesuai
Permintaan

Selesal

Menanggapi
Permintaan

Tidak Puas

.

n Keberatan

DAN D(

Tidak
Menanggapi




Alamat. e

_....1....__..___.-.'---........_..__....._.__..-_-..-_-...._.-___._____—_____-____—__-ua_u“-,-“-g -

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
No. Pendaftaran (diisi petugas)*.

aa.
r Telepon/E-mail
Informasi  yang

Penggunaan

Melihat/membaca/mendengarkan /Mencatat***
Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/
softcopy)***

Cara Mendapatkan Salinan Mengambil langsung
: Kurir

Pos
E-mail
Faximili

j.__,ara Memperoleh Informasi

asi yang saya peroleh akan saya gunakan sesuai dengan pera
dang-undangan yang berlaku.

Lubuklinggau,......svesessen

an Informasi




Nﬂpﬂhﬂa Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Satuan Kerja

Pmses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlin
atas kekayaan intelektual dan lari persaing
sehat. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Men

‘apabila dibl-'lka dan diberikan kepada pemohon dapat:

kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; |
Merugikan kepentingan hubungan luar negeri” Mengungkap isi akta
otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat
sescorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat
antar Satuan Kerja Perangkat Daerah atau intra Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi
Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan
berdasarkan Undang-undang (b) Satuan Kerja Perangkat Daerah juga
dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau
didokumentasikan

II. PASTIKAN ANDA MENDAPATKAN TANDA TERIMA PERMINTAAN
INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS
INFORMASI/PPID. Bila tanda terima tidak diberikan tanyakan kepada
petugas informasi alasannya, mungkin permintaan anda kurang
lengkap.

III. Pemohon Informasi berhak untuk mendapatkan pemberitahuan tertulis
atas diterima atau ditolaknya permohonan ainformasi Jangka waktu 10
(sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat
memperpanjang waktu untuk memberikan jawaban tertulis 1x7 hari
kerja. Dalam hal informasi yang diminta belum
dikuasai/didokumentasikan/belum dapa dipututskan apakah informasi
yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

Perangkat Daerah (misal menolak permintaan anda atau memberikan
h scbagian yang diminta), maka pemohon informasi Ganat
T jjukan keberatan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga
hari kerja sejak permohonan informasi ditolak. Atasan PPID wajib
ikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon |
selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak keberatan tertulis |
1kan oleh Pemohon Informasi diterima.
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~ Nomor Telepen /E-mail
. Pemberitahuan sebagai berikut:

A. Informasx Da at Diberik:

ril :rﬁ'u‘mt I-F.-»tﬂhﬁ* F

T -
SKPD lain, yaitu
: Bentuk fisik yang tersedia** O Softcopy (termasuk rckaman)
o
S|

Penjelasan penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon****
(tambahkan kertas bila perlu)

B. Informasi tidak dapat diberikan karena:**
O Informasi yang diminta belum dikuasai
O Informasi yang diminta belum didokumentasikan

Penyedxaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukukan dalam jangka

R )

Lubuklinggau, esnvasvsrresernasscsvenasssen il
Pejabat Pengelola Informam dan Dokume




Informasi :
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Lubuklinggau, ........ crsrasssnaneienssrEbabon

Yang Menerima,
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Lubuklinggau,
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Pemohon Informasi,
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PPID memutuskan bahwa informasi yang dimohon adalah:
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Pasal 17 huruf

Pasal uu
tersebut menimbulkan

Pengecualian Informasi didasarkan pada
alasan

Bahwa berdasarkan Pasal-pasal diatas,
konsekuensi .ebnp: berilkut:

R L T T e T
im e

membuka informasi

LA R A R e R R L ]
-----------------------------------------------------------------------------------

L T

I PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK '
: '?b[umdkcbunmnmpmuhhninl maka Pemohon Informasi d

Atasan PPID, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kesje

1 kepada
wtqumunin!.

r




Nomor Reglstram Keberatan
Nomor Permohonan Informasi -
‘Tujuan Penggunaan Informasi :
I’denﬁtas Pemohon

Alamat

Nomor Telepon /Email
Pekerjaan

Identitas Kuasa Pemohon**
Nama

Alamat

Nomor Telepon /Email

3. ALASAN KEBERATAN*

Pemohon Informasi Ditolak

Informasi berkala tidak disediakan

Permintaan informasi tidak ditanggapi

Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
Permintaan informasi tidak dipenuhi

Informasi yang disampaikan melebihi j angka waktu yang ditentukan

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlua)

R TR ..-..--...-.--.-u--.----n«-o.unqu-...-..----.-..cu.u...o--.o----......_---i- (0 S s LT N I et T

ATAS KEBERATAN  AKAN
. 1811]‘.'-.....[1:31‘11111-}'. ..(diisi oleh petugas)
n ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya uca
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